
KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DTREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 2682lKpts / PP.O4O / F / 02 / 20 19

TENTANG

PE"IUNJUK TEKNIS

FASILITASI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN 2OI9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

\-, Menimbang bahwa dalam rangka mendukung program pemenuhan

pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta mutu

produk olahan non pangan hasil petemakan, Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Dana

APBN Tahun Anggaran 2019, melaksanakan kegiatan

fasilitasi pengolahan pupuk organik;

a

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi

Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 berjalan dengan

baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

5 1/Permentan/RC. 1 lO / 12 I 2018 tentang Pedoman Umum

Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06

Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 5 I / Permentan I RC. I 1O / 12 / 20 18 tentarg
Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran

2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang petunjuk Teknis

Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019;



l Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub)ik Indonesia

Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2oO9 tentang Perernakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana relah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan He\i'an (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s619);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20t3 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan

l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagarmana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenEng
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5E, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat:
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor

6263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

1O. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerlan Pertanian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 85);

ll.Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggt Madya di

Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanran Nomor

64/ Permentan/ O"l.14O l5l2013 tentang Sistem Pertanian

Organik ;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

S2lPermer,talllO'l.l4Ol8l2013 tentang Pedoman

Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

(Berita Negara Republik Indonesra Tahun 2015 Nomor 1055),

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015

tentang Mekanrsme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.O5l2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesra Tahun 2016 Nomor 1745)l
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15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.2L0l8l2Ol5 tentang Organisasi dan Tata Keda

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lll/PMK.O6/2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1018);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

5 1 / Permentan/Rc . I 1O I 12 I 20 lA tentang Pedoman Umum

Pengelotaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06

tahun 2019;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor O1 Tahun 2019 tentang

Pendaftaran Pupuk organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah

Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

s).

Nota Dinas Direktur Pengolahan dal Pemasaran Hasil

Peternakan Nomor 22101/PP.O4O 1F6.4 /O1/20 l9 tentang

pengajuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan

MEMUTUSXAN

Memperhatikan

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS

FASILITASI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN

ANGGARAN 2O19

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengolahan pupuk Organik Tahun

2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU sebagai dasar dalam kegiatan Fasilitasi Pengolahan

Pupuk Organik Tahun 2019

Dalam melakukan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk

Organik Tahun 2019, diperlukan Tim Teknis yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih

rinci, dinas provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Orgarik Tahun

2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Frbruari 2r)1t

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN,

DI MITA

NlP. 1962 r 198903 I 006

SALINAN Keputusan ini disampaikar Kepada Yth:

1, Menteri Pertanian;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
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A. L.lLar llclaka ng

Us.rha poLcrn.rkzrn dar) indusLri bidang pt:lcrnakan di Indoncsra mcmllrkl

potcnsi dan pcluang unLuk dikcmbangk:,rn, karcna didukung olch konCisi

gcografis, sumbcrdaya manusia scrta jumlah pcnduduk Indoncsia yang bcsar

scbagai konsumcn polcnsial. Kcpcmilikan I-ornak olch pctcrnak di Indoncsi:r

pada unrumnya bclum mr:mcnuhi skala ckonomis sohingger aspck

pcndapa lan dan kcscjahtcraannya rcndah.

Komoditi pr:tcrnakan dapirl dipnsirrkan dalam bcnluk lcrnak hrdup maupun

produk hasil pctcrnakan yang diolah, baik bt:rupa pang.rn rnaupun non

pangan unluk mcnrngkatkan nilai Lambah l)irgi pcLcrnak. Pangan olahan asal

krrnak mcnggunakan bah:rrt baku daging, sLrsu dan tclur y.rng merupakan

sumbcr prolcin hcrvani, scdzLngkan pcngolahan non pangan dapart berbah.tn

baku limbah maupun hasil ikutan Lcrnak lb!/ products).

I-imbah/kotoran 1<:rnak baik padaL rnaupun cair dapat diolah menjadi

kompos aLau scring juga sobag.I pupuk orijanik, karcna m<:ngandung bahan

alami tanpa :rdanya pcnambahan zat krmrir. Pt:nggunaan pupuk organik

dalam p(:rlaniarn sangal pcnting unluk mcnunlatng kcsuburan dan

kclcsl.rrizrn lanah dan sumbr:r daya alam. l)cngolahan limbah pc[crnakarr

mcn;adi pupuk orgaoik dapal mcnjarli salah salu altcrn.rtiI penccgah

kcrusakan Iingkungan.



Pcmcrinlah dalam mc\,r'ujudkan kcmandirian ckonomi dcng.rn mcnggcrakkan

sckLor sLraLcgrs ckonomi domcstik, mclalui p<:ningkaLan kcdaulatan pan,lan

yang salah satu sasar?.rnnya yaitu "1OOO Dcsa Pcrlanian Organik".

l)cngcmbangan 1000 !)csa Pcrlanian Org:rnik olch KcmcnLcnan Pertanian

untuk mcmpcrbaiki lahan kriLis dan mcnumbuhkan pctani mandiri, pupuk

organik m<:njadi input [akt-or yang sangal p(inling unluk mcnghasilkan

produk pcrlirnrern organik.

Sistcm Pcrlanian Organik diarLikan sisLcm bcrlani yang ramah lingkungan,

dcngan cara mcmanlaaLk.]n bahan alami dan Lidak mcnggunakan bahan

kimia sintctrs scrLa hasil rckayasa gcnctik. Sistcm pcrLanian organik

mcnekankan bukanlah pada hasil :rkhir, mclainkan proscs produkstnya yang

bcrkaiLan dcngan cara aLau sikap pcLani untuk mcnghasilkan produk

pcrlanian. l)roduk pangan maupun non pangan orgzrnik harus discrtifikasi

organik unluk molindungi konsumcn dari pordzrllangan yang tidak lair dan

pcmalsuan produk scrlil pcnggunaan latrcl yang Lidak bcn:rr (klaim produk).

Scrtillkasi sisk)m pcrlanian organik rli Indoncsia mcngacu pada Standar

Nasional Indoncsia (SNl) 6729:20lf) tcnLang SisLem Pcrtanian Organik.

lluang lingkup SNI 6729:2016 adalah: uL.) Lanaman scgar, produk tanaman

dan produk olahannya; b.) tcrnak, produk Lcrnak dan produk olahannya, c.)

potcrnakan lcbah dan olahannya; d.) produk khusus fiamur) dan produk

olahannva; <:.) input protluksi (pakan, pupuk, pcstisida dan bcnih).

Scrtifikasi pupuk organik dianggap pcnling kirrcnil pupuk mcrupakan salah

salu bahan input yang mcmp<:ngaruhi proscs scrli[ikasi pada sistr:m

pr:rtanian organrk. Solain scrlilikasi, unluk mcmpcrluas jangkauan

pcmasaran, pupuk organik mcmcrlLrkan izin cdar scsuai kcLcntuan

I)crmcnLan Nomor 0I 'l'ahun 20 l9 tr:ntang l'cndaflar.tn l']upuk Organik,

I'upuk Ilayati, dan Pcmbcnah'l'anah. Pupuk organik 1,ang mcmiliki scrtifikaL

dan izin cdar yang dihasilkan olch pctcrnak diharapkan dapat bcrnilar jual

linggi dan dipusarkan k bih lurs.

l)claku usahil pupuk organik di Indoncsia sr:bagian bcsar bcrskala industri,

sr:dangkan kclompok pr:tt:rnak mr:miliki polr:nsi dalam mcnghasilkan pupuk

organik, namun tcrkcndala dalam biaya s<:rlifikasi dan pcmasaran. Biaya

sortifikasi lang mcmb<:rarkan bagi kt:krmpok pctcrnak ditpitt diatasi dcngan



mclakukan scrlrlikasi organrk s(rirra burkt:lompok. Salah saLu porsyaraLirn

d:rri scrtifikasi sisLcm pcrLanian organik bcrbasis kclompok mclalui

pcncrapan SisLcm Kondali lnLcrnal (SKI)/lnlornal ConLrol SisLcm (lCS).

Kcmcntcrian Pcrlanian <lirlam hal ini I)iroklorat.Jondcral PcLcrnakan dan

KcschaLan IIcu':rn unluk mcndukLrng progr:rm l0OO l)csa Organik scrla

mcningkaLk:rn nilai Lambah dan dara saing prodLtk potcrnakan,

mcngalokasikan kcgiaLan lfasilil.rsi l>cngolahan I\rpuk Organik'l'ahun 2Ol9

rang <lifokusk:rn p:rda lasilit:rsi pcngolahrrn pupuk organik bcscrla fasilirasi

scrlrfikasi k<:pada kt:krmpok polcrnak polcnsial Jrnghasil pupuk organik.

B. 'l'ujuurn dan Sasara n

I TuJuan

'['u,]uan Pctunjuk'leknis ini adalah scbagzri dasar bagi rJinas provinsi dan

dinas kabupalcn/kota dan stakehoklers LorkaiL dalam pclaksana.rn

kcgial:rn lr.rsililasi Pcngolahan l)upuk Organik'l'ahun 20 I 9.

2. Sasaran

Sasaran kcgiat?rn ini adalah dinas provinsi dan dinas kabupaten/koLa

dan Pcncrima Fasilitasi.

C. lluang Lingkup

Ruang lingkup PcLunjuk'l'cknis ini mclipulr

I Pcrsiapan dan pt:laksanaan kcgratan

2. Pcrsyaralan dan'l'aLa Ca r..r KcgiaLan

3. Organ isasi Pcla ksana

4. Pcngcndalian dan Indikalor kr:borhasilan

5 MoniLoring, Ev:rluasi, dan l)claporan

6 I)cndanaan.

D Pcngcrtja n

l. Pcnr:rima [ri.rsililasr adalah Kclompok Pctcrnak / Kekrm po k

I']cngolahan/Gabungan Kclompok'l'ani/Pcrorangan/Masyarakat/atau

Lcmbag..r Non l)cmcrinlah yang ditctapkan untuk mcncrima fasiliLasi.

2 Kclompok Pctcrnak adalah kurnpulan pclcrnak yttng drtrcntuk atas dasar

kcsam:rzrn kcpcnlingan, kcsamaan kondisi lingkungan (sosial, ckonomi,

8



sumber daya) kcsamaan komodiLas, dan kc?rkraban untuk mr:ningkatkan

dan mcngcmbangknn usahanya;

3. Kclompok Pcngolahan adalah kumpulan pcngolah yang dibcntuk aLas

dasar kcsamaan kcpcntingan, kcsamaan komoditas yang diolah, dan

bckcrja sama untuk mcningkatkan dan mcngcmbangkan usaha di bidang

potcrnakan;

4 Gabungan Kclompok Tanr yang solanjutnya discbut Gapoktan adalah

kumpulan bcbcrapu-r Kclompok Tani, lormasuk Kclompok Pctcrnak yang

bcrgabung dan b<:kcrjasama unLuk mcningkzrtkan skalzl ckonomi dnn

clisicnsi usa ha.

5- Pcrorangan adalah orang yang mcmiliki unit usaha pcngolahan, baik yang

bcrbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka

mcningkatkan dan mcngcmbangkan usaha di bidang pctcrnakan.

6. Masyarakal adalah sck<:lompok orang yang mr:miliki unit usaha

pcngolahan, bzrik yang bcrbadan hukum maupun tidak yang bcrbadan

hukum, dan bckcrja sama unluk mcningkaLkan dan mcngcmbangkan

usa ha di bidang pcbrnakan.

7. l,r:mbaga Non Pcmcrintah adalah lt:mbaga yang dibcntuk bukan unluk

mclaksanakan Lugas pcmcrin Lahan.

8 Dinas adalah organisasi pcrangkaL dacrah yang mclaksanakan lungsi di

bidang pctcrnakan dan kcschatan hcwan.

9. Tcrnak adalah hcwan pcliharaan yang produknya dipcruntukkan sebagai

pr:nghasil pcrtanian, bahan baku industri,.jasa, dan atau hasil ikutannya

yang tcrkait dcngan pcrLanran.

10. Unit Pcngolahan Hasil l)ctcrnakan yang sclanjutnya disingkat UPH

Pctcrnakan ad.llah Unit Usaha Pcngol.rhan yang drkclola olch Kclompok

l)ctcrnak/ Kclompok Pcngolirh.rn/ (lapoktan/ Pr:rorangan/

Masyarakat/alau Lcmbaga Non Pcmcrint.th.

I l Alat dan Mcsin Pcngolahan l-lasil P(itcrnak.tn sclanlutnya discbut alat di.tn

mcsin adalah pcralaLan dan mcsin yang dtoperasikan dcngan mok)r

pcnggerak maupun tanpa motor pcnggcrak untuk kcgiaLan yang terk.riL

dcngan pcngola ha n hasil pcLcrnak.ln.
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l2 Organik ad.rlah suatLr produk tclah dipro.luksi scsuai dcngan standar

pcrlanr.rn organik dan discrtifikasi ok:h l,cmbaga Scrtifikasi Organik yang

tclah diakrcditasi olch KomrLc Akreditasi N.rsional.

13. Produk Organik adalah suatu produk -vang dihasilkan scsuai dcngan

standar sisLom pcrlanlan organik Lcrmasuk bahan baku pangan olahan

organik, bahi.rn pcndukung organik, lanaman dan produk segar tanaman,

tcrnak dan produk pctcrnakan, prrxluk olahan tanaman, dan produk

olahan tcrnak (tcrmasuk non pangan dan input produksi).

l4.Sistcm PcrLanian Organrk adalah sislcm manzrjcmtrn produksi yang

holistik unluk mcningkatkan dan mcngcmbangkan keschaLan

agrockosisLcm, krrmasuk keri.rgaman hayllli, siklus btologi, dan aktiviLas

biologi tanah. Pcrtani.rn organik mcnckankan pcncrapan praktck praktck

manajcmcn yang lcbih mcngulamakan pcnggunaan input dari limbah

kcgiatan budidaya di lahan, dcngan mcmpcrl imbangkan daya adaptasi

tcrhadap kcadaan/kondisi scLcmpal. .Jika mcmungkinkan hal tcrscbut

dapat dicapai dcngan ponflgunaan budaya, mctoda biologi dan mckanrk,

yang tidak mcnggunakan bahan sinLcsis unLuk mcmcnuhi kebuLuhirn

khusus dala rn sislcm.

l5 Pupuk Organik adal.rh pupuk yang bcras:rl dafl Lumbuhan mati, kotoran

hcwan dan/aLau bagian hcwan, dan/.rtau limbah organik luinnya _yang

lclah melalui proscs rckayasa, bcrbcntuk pzrdaL aLau calr dapat dipcrkaya

dengan bahan minoral dan/atau mikroba yang bcrmanfaat untuk

mcningkaLkan kandungan hara dan bahan organik tanah, scrta

mcmpcrtraiki sifat lisik, kim1a, dan/atau biologi tanah,

16. Lcmbaga Scrtillkasi Organik (LSO) adalah lcmbaga yang bcrtanggung

Jawab untuk mcl:rkukan scrlifikasi/vcrifikasi bahwa produk yang dijual

atau dilabcl scb.rgai "organik" krlah drproduksi, diolah, disiapkan,

ditangani, dan diimpor sosuai dcngan Sl.rndzrr Nasional lndoncsia inr.

17 Sistcm Kcndali Intcrn.tl (SKI) adalah su.rLLl sisLcm dimana sckclompok

pcternak atau gabungan dari bcbcrapa kclompok pctcrnak yang

mcmpunyai kcpcntingan yang sama, pada lokasi yang relatil
mcngclompok dan komodilas yang sama, mcmbuat suaLu pcngawasan

yang dilakukzrn olch kclompoknya scndiri.
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lU S<:rtifikasi adalah proscdur lcmbaga scrtilikasi organrk yang Lclah

diakrcdililsi olch Komilo n kr(xlitasi Nasional mombcrikan jaminan tcrtulis

aLau ya ng sclara.
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BAI] II

I'ERSIAI'AN DAN PEI,AKSANAAN KE(JIATAN

A, PERSIAI'AN

Pclaksan.ran kcgiatan Fasililasi Pcngolahan Pupurk Organik Tahun 20l9
pcrlu dilakukdn sosralisasi unLuk moningkatkan pcmahaman dan

mcngopLimalk.rn pclaksanaan kcgialan. Sosialisasi drlakukan olch DirekLorat

,rcndcral Pctcrnakan dan Kcsch.rtan Hcu'an (Dirjcn PKH) di tingkat pusat,

dcngan mclibatkan Din.rs provrnsi, dan/.rtau t)inas kabupatcn/koLa, kcpad..r

pcscrta Pcncrima Fasilitasi d.rn stakeholders lorkaiL.

B, I'DLAKSN NAAN KDGIN'I'AN

I Lok:rsi Kcgrat.In

Kcgialan Iiasililasi I)cngolahan Pupuk Organik'l'ahun 20 I 9 dilaksanakan

di lokasi yang ditcLapkan.

2 Bimbingan'l'cknis trasilitatorOrganik

Kcgi.rlan bimbingan Leknis fasrlrlaLor organik tx)rLujulrn mcningkaLk.tn

pemahaman tcntang Sistcm PcrLanian Organik scsuai dcngan SNI

6729:2016 tcntang Sislcm Pcrlanian Organik kcpada fasiliLabr Diljcn

PKH, Dinas provinsi dan l)inas kabupaLcn/kot.r dcngan mclibatkan

[asilil:]lor organik/pcjabat [ungsional I)cngawas MuLu Hasil Pcrtanian

pablung I'MllP), dan dapat mcnghadirkirn narasumbcr yang kompcLcn di

bidangnya bila dipr:rlukan Matcri bimbingan lcknrs antara lain : petunjuk

teknis pelaksanaan, dokumcn sislcm mutu dan SOP pcngolahan pupuk

organik scsuai dcngan SNI (172912016 LcnLang Sistcm Pertanian

Organik, diikuti dcngan prakLck cara pongoiahannya. Pcserta brmbingan

teknis adalah Pcncrima liasilitasi lcruLama yang mcnzrngani langsung

proscs produksr pupuk organik. Ilimbingan tcknis diulamakan

dilaksanakan di lokasi Pcncrim:r Fasilil:rsi unluk mcmudahkan prakLck

cara pcngol?rhan.

:J Pcm binaan

Pcmbinaan dilakukan agar Pr:nr:rim.r lrasiliLasr dap.rL mcningkaLkan

pcmahaman sislcm pcrLanran organrk dan mampu mcngoptimalkan kcgiatan

Irasilitasi Pcngolahan Pupuk Organik unluk mcndorong pcningkatan nilai
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tambah dan daya saing produk Pupuk Organik. Pcmbinaan dilakukarr

sccara bcrlcnjang olch Ditjcn PKll pada tingk.rt pusal, Dinas provinsr dan

Dinas kabupzrtcn / koLa.

4 Koord inasi

Koordinasr lr:rsrlilasr l)cngolahan Pupuk Organik dapat dilakukan dalam

bcnLuk:

a. Perlcmuan dan/atau koord:nasi yang disclcnggarakan olch DitJcn

PKll dcngan melibalkan Dinas provinsi yang bertuJuan untuk

mcnvamakan pcmahaman LcnLang pclaksanazln kcgialan,

b PcrLcmuzrn dan/aLau koordinasi yang disclcnggarakan olch Dinas

provinsi dcngan Dinas kabupatcn/kota dzrlam mcndukung

pcla ksanaan kcgiatan; (la n

c. Koordinasr dcngan Pcncrima lrasllilasi dan/i.rtzru -srakeholders Lcrk.Lil

dal,rm upaya mcmpcrlancar pclaksanaan kcgiartan.

5 .Jadwal lbntatiue l)claksanaan

Kcgiatan FasiliLasi Pcngolahan Pupuk Organrk dilaksanakan sclama I

(satu) tahun dengan jadwal lentaliue scbagai berikut:
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Tabcl l. .radwal Pclaksanaan Kegiatan

BU LAN
NO KECi IAl'AN

1 2 3 I 5 7 u 10 l1 t2

I Persiapan

PencLapan lokasi kcgia tan dan

Pcncrima Fasilitasi

3
Bimbingan Tcknis kc Calon

Pencrima Fasilitasi

Penyusunan dan penctapan

Rencana Kcbutuhan Pcnerima

(RKP)

Pengadaan dan Pcnyaluran Sarana

dan Prasarana

6
Penyusuna n Tim Sistcm Kcndali

lntcrnal (SKI)

7
Pendampingan Pcnyusunan

Dokumcn Sislcm MuLu

7
Pe-ossessment (Audit I ntcrnal) dan

Perbaikan

I
Pcngajuan Scrtifi kasi Sistcm

Per[an ian Organik

9 Scrtrfi kasr /n udit IiksLcrnal

IO
Pcndamprngan Pcrbarkan Hasil

Audit Dkstcrnal

t1
Pcmbinaan, pengorgan rsasian, dan

monitoring

12 Pelaporan
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I]AI] III
I'I'RSYAI<ATN N DAN lATN CN RA I'I,]I-N KSN NAN N KDGIA'I'AN

PERSYA RA1'N N

L Pcrsyaratan Lokasi Kcgiatan

Pcnclapan Lokasi kcgiitlitn Fasrlrtasi 11)ngolahan pupuk Organik Tahun
2019 dengan mcmpcrtim bangkan hal hal scbagai bcnkut:
a) Kondisi agr(xrkosistom sosua.ti LtnLLlk pcngcmbangan pcngolahan

biogas, kompos. dan pupuk r.rir;

b) f idak bcrlcnLangan dcngan Ilcncan.r Umum'1'ata Ruang (RUTR) dan

Rcncana Dctail TaLa lluang (I?DTR) dacrah;

c) I\4cmpunyai potcnsi daya dukung bahan baku dan pcmasaran;

d) Mcmpunyai potcnsl untuk dikembangkan dari aspek tcknis, sosial,

dan ckonomi masyaraka L scLompal.

2 Pcrsyaratan Pencrima Fasilirasi

Dalam mcnctapkan Pcncrima I.'asilitasi harus mcmcnuhi pcrsyaraLan

scbagai trriku L'

a) Ucrbcntuk kt:lompok/gabu ngan k<:lompok yang mcmiliki surat

pongukuhan kclompok minimal dari Kcpala Dcsa sctcmpat dan/alau

tcrdaftar dalam SIMLUIITAN (Sistcm Informasi Manajcmcn

I)cnyuluhan Pcrtanian) Badan Koordinasi I)cnyuluhan;

b) 'l'clah mcmproduksr pupuk organ'k sccara rcgular dan dipasarkan

(\ alaupun s( ('ura k rbrtas).

c) I\4cmiliki populasi minimal l0 ckor tcrnak sapi/kerbau (memenuhr

skala ckonomi);

d) Mcngusulkan kcgiatan Fasilitasi I'r:ngolahan Irupuk Organrk 'fahun

20l9 scsuai mckanismc c proposal;

c) l\4cmiliki sLruktur orllanisasi yang.jclas (idcntitas Pcncrima Fasilitasi,

pcngurus dan anggota);

0 Apabila rcvitalrsasi bangunan, maka Pcncrima Fasilitasi menycdiakan

bangunan yang jclas slaLus kcpcmilikannya dilcngkapi dengan foto

copy scrtillkat kcpcmilikan at..ru sur..rt perjanjian pinjam pakai;

g) Mcngikuti aLuran dan bimbingan yang ditctapkan oleh Dinas

provlnsr / kabupatcn / kota;

h) Mcnandatangani Surat Pornyataan mcncrima hibah

barang/ bangu nan (tormaL tcrlampir); dan
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i) Mcmpunyai komrlmcn unLuk rncngcmb:rn,<kan usaha Pcngolahan

Pupuk Organrk dcngan mcngisi formulir nnskah ikatan kerJasama

pcngclolaan barang sctclah barang ditcrima Pcncrrma Fasilit.lsi

(format tcrlampir).

Pcnctapan Pcncrima Fasilitasi dilakukan mclalui proscs sclcksi, veriftkasi

dan pcncrapan Pcncrrma Fasilitasi, scbagai bcrikut:

- Sclcksi calon Pcncrima l,'asilitas' (Cl'/CL) dilakukan olch Dinas

kabupatcn / kota;

- Kcpalzr Dinas kabupatcn/kola rncmbcrikan rckomcndasi Pencrrma

Fasilitasr hasil sclcksi CP/Cl, untuk div<:rillkasi olch Dinas provinsi;

- Tim Provinsi bcrsama Dinas kabupatcn/k()ta mclakukan vcrifikasi

Lcrhadap Pcncrima Fasilitasi yang dirckomcndasr; dan

- Hasil vcrifikasi diusulkan kcpada I'cjabaL Pcrnbuat Komitmcn (PPK)

dan disahkan olch Kuasa l)cngguna nnggaran (KPA) Dinas provinsi

scsuai kclcLuan pcraLuran pcru ndang. undangan.

,IATA CARN PDLN KSANAAN KIi(]IA'I'AN

'l'ahapan kcgi:rtan lrilsililasi I)cngolilhan l)upuk Organik'lahun 20l9 adal.rh

scbagai bcriku t:

l. Pcnyusunan d.rn l)cnolapan Il<:n<;ana Kcbutuhan Pcncrima (RKP)

Pcngadaan sarana prasarana drscsuaikan dcngan kcbuLuhan dan

potcnsi l)cncrima Fasililasi, dcngan Lujui]n utama unLuk mcnghasilkan

pupuk kompos/pupuk organik sosuai dcngan SNI 6729/2016 tent.rnll

Sistcm PcrLanian Organik. Kcbuluhan l)cncrima Fasilitasi disus.rn

sccara bcrsam.l olch pcncrima [asilitas, pcmbina kab/kot.r dan pcmbina

provinsr, scrla diLuangkan dalilm bcnluk lloncana KcbuLuhan Pcncrima

(RKP) yang disahkan d.rn dilandalangi.lni bcrsama,

2 Pcngadaan dan l)cnyaluran Sarana l)rasarana

Pcngadaan sarana pr.rsarilna rncng?.rou pada Rcncana Kcbutuhan

Pcncrima (RKI') yang tclah disusun st:bclumnya.

Pcngadaan sarana detn prasarana mcn{jacu pada Rcncana Kcbutuhan

Pcncrima (RKl') yang lclah ditctapkan scbclumnya, scsuai kctcntuan

Nomor l6 'l'ahu n 20 I I.l ton ta ng I)r:ngadaa n l3a rang/.lasa Pcmcrintah.
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3. Pcmbcntukan Tim Sistcm Kcndali lntcrnal

Tim SKI adalah tim yang dibcntuk dalam suatu kclompok yang bcrtugas

untuk mcnyusun standar intcrnal kclompok (proscs, produk, dan

pcmasaran) yang mengacu pada SNI 6729:2016 tcntang Sistcm

Pcrt.rnian Organik (tcrlampir), dan mclaksanakan pengawasan internal

sccara pcriodik. Pcmbcntukan 'l'im Sistcm Kcndali InLcrnal (SKI) sangat

penLing untuk mcnunjang kcbcrhasilan pcnerapan sistem organik dalam

kclompok. Struktur anggota Tim SKI minimal memenuhi unsur sebagai

bcrikut:

(omisi

Persetujuan

Ketua

Sekretaris

DivisiPcngolahan

( bahan baku proses

mutu pcnsemasan)

lnspektor

lnternal

Divisi

Pembelian dan

Pemasaran
L

Divrsi

Kritcria anggota Tim SKI adalah scbagai bcrikut :

l) Ketua Tim SKI: Kctua Tim SKI bcrasal dari salah satu

anggota/ pengurus Pencrima Fasilttasi yang dibcrikan tanggung jawab

dalam penerapan sistcm organik di kcbmpoknya. Posisi kctua Tim

SKI dapat dirangkap olch kctua pcncnma.

2) Sckrctaris Tim: Sckrctaris Tim bcranggotakan 1 orang yang berasal

dari dalam anggota k( lompok.

3) Komisi Sertifikasi: Komisi scrtifikasi merupakan kumpulan

beranggotakan 3 orang atau lcbih (ganjil) yang bersifat independenL

dan bcrasal dari luar kclompok (aparat dcsa dan/atau pcmbina dari

Dinas kab/kota).

4) Intcrnal Inspektur: Intcrnal inspcktur bcranggotakan 2 oraog yang

berasal dari dalam kclompok yang sangat memahami proses produksi

pupuk organik scsuai SNI 6729120i,6 dan Pcrmcntan Ol/2O19.

5) Divisi Pcmbehan dan Pcmasaran: Anggota divisi pcmbclian dan

pcmasaran bcrasal dari dalam anggota kclompok, berjumlah I orang

atau lebih.

I

t-



18

6) Divisi Pcnyuluhan: Divisi pcnyuluhan bcranggotakan minimal satu

orang yang bcrasal dari luar kclompok (PPl,/pctugas dinas terkait).

7) Divisi Pengolahani Divisi pcngolahan bcranggotakan mrntmal 1 orang

atau lcbih yang bcrasal darr dalam kclompok.

4. Pcndampingan Pcnyusunan Dokumcn SisLcm Mutu

Pcndampingan dil:rkukan pada pcnyusunan dokumcn sisLcm mutu yang

bcrupa Panduan Sislcm Kcndali Intcrnal {SKI) untuk kelompok.

Panduan SKI terdiri dafl:

a ) I']anduan MuLu SKI l'cncrapan organik;

b ) I)roscdur;

c.) I nstruksi Kcrja;

d ) Formulir Pcnduku ng.

Pcnyusunan dokumcn sistcm muLu dilakukan olch Trm SKI dan

didampingi oleh F.rsiliLaLor Or1;anik pusal / provinsi/ kabupatcn/kola.

5 Pre-.rssessmenr (n udit lnlcrnal) dan I)crbalkan

l'asrlrLalor Organik mclakukan pcndampingan pre assessment (penilaian

pcndahuluan) pcncrapan sistcm p(irtanian organik (mulai dari bahan

baku, proses produksi hingga produk akhir) dan SKI scbclum kelompok

potcrnak mcngajukan scrLillkasi, untuk mcmaslikan bzthwa kelompok

siap untuk discrtifikasi olch LSO. Kctidaksesuaian sclama pre

assessmenl harus dipcrbaiki terlebih dahulu scccpatnya oleh kelompok

pcLcrnak scbclum diajukan kcpada I-SO. Kcgiatan audiL internal tidak

hanya dilakukan scbclum scrtifikasi namun juga dilakukan secara

pcriodik sctclah scrtinkat diLcrbitkan.

6. Pcngajuan Sertilikasi kcpada LSo

Pcngajuan sertilikasi dilakukan scLclah pcrbaikan dari pre-assessmenl.

Fasrlilalor mendampingL pcngajuan pcrmohonan sertinkasi ke salah satu

LSO yang terakrcditasi, scsuai pada formzrl tcrlampir.

7. Scrtitikasi/AuditEksLcrnal

Mckanisme Scrtifikasi Sistcm PcrLanran Organik dapat dilihat pada

gam bar dr bawah in i:
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LSO
f

da

e

b

TIM AUDITOR

KOMISI
TEKNIS

h

I, AUDIT
KEC]I-JKUPAN

2 AL'DIT

c

OPERATOR

Ketcrangan:

a. Pelaku usaha mcngajukan permohonan scrtillkasi kepada tembaga

Sertihkasi Organik (LSO);

b. LSO menunjuk Tim Auditor;

c. Tim Auditor mclakukan audit kccukupan, audit lapang dan sampling

kepada pcmohon scrtifi kasi;

d. Tim Auditor mcnyampaikan hasil auditnya kcpada LSO;

c LSO menyampaikan hasil audit kcpada Komisi Tcknis untuk dibahas

dalam komisi tcknis scrta mcmbuat rckomcndasi;

f Komisi teknis mcnyampaikan rckomendasi kcpada LSO;

g. LSO mcnyampaikan hasil pcnilaian, apakah pcmohon mendapatkan

sertiftkasi atau tidak;

h. LSO melakukan survcilcn sccara pcriodik
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Pcndampingan Pcrbaikan Hasil n udit tiksLcrnal

Hasil Lcmuan d:rri audit cksbrnal yang tclah dilakukan oleh LSo

(major/minor), ditind.rklanju ti olch Pcncrima l|zrsihtasi yang didampingi

fasilitator. Hasil pcrbaikan disampaikan kcmbali kcpada LSO scsuai dengan

waktu yang Leiah discpakaLi untuk diproscs lcbih lanjut oleh LSO sebagai

pertimbangan dalam pcncrbilan scrLrfikaL.
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BAB IV

oRGANISASI PEI-AKSANA

Sccara organisasi, pcmbagian tugas dilakukan olch um pusat, tim pembina

provinsi, dan Lrm teknis kabupatcn/kota.

l. Tim Pusat

Tim pusal ditcLapkan olch Direktur Jenderal Pctcrnakan dan Kesehatan

Hewan (Dirjcn PKH), dcngan tugas sebagai bcrikut:

a) Mclakukan sr:sialisasi Petunjuk Tcknis dan koordinasi pclaksanaan

dcngan tim pcmbina provinsi, tim Lcknis kabupatcn/kota, dan pihak

tcrkait lainnya;

b) Mcnyclcnllgarakan bimbingan Leknis olch Fasilitator dalam rangka

pclaksanaan pcncrapan sistem pcrtanian organik;

c) Mclakukan pcndampingan dalam rangka pclaksanaan kegiatan

l.asilrlasi Pcngolahan Pupuk Organrk Tahun 2019;

d) Mclakukan pcmbinaan, monitoring dan cvaluasi pclaksanaan kcgiatan;

dan

c) Mcnyusun dan mcnyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

2 Tim Pcmbina Provinsi,

Tim pcmbina provinsi ditctapkan olch Kcpala Dinas provinsi, dcngan tugas

scbagai bcrikut:

a) dapat mcnyusun pctunjuk pelaksanaan Iuklak) kcgiaLan PasiliLasi

Pcngolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang mcngacu pada Petunjuk

'lck n is;

b) mclakukan sosialisasi dan koordinasi kcgiaLan Fasilitasi Pcngr:lahan

Pupuk Organik Tahun 2ol9 kcpada insLansi Lerkait di

provi nsi/ ka bupa Lcn/ kota, dan Pcncrjma Fasilitasi scr La stakeholders

tcrkait lainnya;

c) mclakukan bimbingan tcknis kepada Pcncrima Fasilitasr bersama

dcngan Dinas kabupatcn/kota scrta berkoordinasi dcngan tim pusat;

d) mcngcsahkan Rcncana Kebutuhan Pcncrima (RKP) usulan dari 1im

tcknis ka bupa tcn / kota;

c) mclakukan pcndampingan dalam rangka pcnyusunan lim Sistcm

Konlrol lntcrnal (SKI) dan dokumcn sislcm mutu kclompok

bcrkoordrnasi dcngan tim pusat dan tim tcknis kabupatcn/kota;
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! mclakukan Pre dssessment (AudiL Intcrnal) dan pcrbaikan di kelompok

bcrkoordinasi dcngan tim pusaL dan Lim tcknis kabupaten/kota;

g) melakukan pendampingan dalam pengajuan sertillkasi sistem

pcrtanian organik dr kelompok berkoordinasi dcngan tim pusat dan tim

lcknis ka bu patcn / koLa;

h) mclakukan pendampingan scrtifikasi/audit ckstcrnal di kelompok

bcrkoordinasi dcngan tim pusat dan Lrm Lcknis kabupatcn/koLa;

i) mclakukan pcndamprngan pcrbaikan hasil audit ckstcrnal di kelompok

bcrkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupatcn/kota;

j) melakukan pcmbinaan, monitoring dan cvaluasi serLa pengendalian

pelaksanaan kcgiatan;

k) mcmbuat surat hibah atas bantuan alat dan mesin scrta bangunan;

dan

l) membuat laporan perkembangan dan laporan akhir kcgiatan

pclaksana,rn kcgial-an kcpada Dircktur .J<:ndcral PcLcrnakan dan

Kcschatan Hcwan c.q DrrckLur Pcngolahan dan Pcmasaran Hasil

Pctcrnakan.

3. Tim Tcknis KabupaLcn/Kota

Tim tcknis kabupatcn/koLa ditctapkan olch Kepala Dinas kabupaten/kota,

dengan tugas scbagal bcrikut:

a) mclakukan koordinasi kcgiatan kcpada insLansi terkait, Penerima

fiasilitasi dan stake holders lcrkait lai nnya;

b) mcngusulkan calon Pcncrima Fasilitasi kcpada tim pcmbina provinsi

mclalui c proposal;

c) mcmbantu mcnyusun RKP bcrsama dcngan anggota kelompok untuk

diusulkun kt tim pr'mbina pr,'vinst.

d) mcndampingi pcnyusunan tim SKI dan dokumen sistem mutu

kclompok bcrkoordinasi dengan Gm pusat dan tim pembina provinsi;

c) mclakukan Pre assessment (Audit Intcrnal) dan Perbaikan di kelompok

bcrkoordrnasi dcngan tim pusat dan Llm pembina provinsi;

f) mclakukan pcndampingan dalam pcngajuan scrtifikasi sistcm

pcrtanian organik di kc)ompok bcrkrxrrdinasi tim pusat dan Lim

pcmbina provinsi;

g) mclakukan pendampingan sr:rtifikasi/audit cksLcrnal di kelompok

bcrkoordrnasi dcngan tim pusal dan llm pcmbrna provinsi,
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h) mclakukan pcndampingan pcrbaikan hasil audiL cksLcrnal di kclompok

bcrkoordinasi dcnfl:tn tim pusal dan Lrrn pcmbina provinsi;

i) mclakukan pcmbinaan, pcndampingan, monitoring dan cvaluasi scrta

pcngcnda lian pclaksanaan kcgiaLan; dan

j) mcmbual laporan pcrkcmbangzrn pclaks.rnaan kcglatan untuk
disampaikan kcpetda Kcpala l)inas kabupatcn/kota yang kemudian

drk:rimkan kcpada Kcpala Dinas provrnsr.

4. Pcncrima lrasilrLasi, mcmpunyai Lugas scbagai bcrikuL:

a) mcnyusun I?KP bcrsama tim tcknis kabupalcn/koLa;

b) mcnclapkan Lim ski kclompok b<:rsama dengan tim pusat, Lim pembina

provrnsi, dan Lrm tcknrs kabupirlcn/kota;

c) mcnyusun dokumcn sistcm mulu bcrkoordinasi dcngan tim pusat, tim

pcmbina provinsi, dan Lim tcknis karbupaLcn/kota;

d) melakukan Pre assessmenl (Audit Intcrnal) dan Perbaikan

bcrkoordinasi dcngan Lim pusat, Lrm pcmbina provinsi, dan lrm teknis

kabu patcn / kotaj

e) mcngajukan scrtifikasi sistcm pcrtanian organik bcrkoordinasi dengan

tim pusal, tim pcmbrna provrnsr, dan lim tcknis kabupatcn/kota;

0 Mclakukan pcrbaikan hasrl audil ckslcrnal bcrkoordinasi dcngan tim

pusat, lirn pombina provinsi, dzln lim lcknis kabupatcn/koLa;

g) mcngclola dan mcmanla.rlkan sarana dan prasarana yang tclah

difasilitasr sccara bcrkclanjutan sobagai suaLu us.rha; dan

h) mclakukarr pcncatatan dan molaporkan pcrkcmbangan kcgiatan dan

usaha kclompok secara bcrkala sctiap bulan kcpada Kcpala Dinas

kabupatcn yang diteruskan kcpada Kcp:Lla Dinas provinsi.
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BAB V

PEN(iI'N DALIAN DN N INDIKN'I'OR KDBI'I?HASILAN

A. Pcngendahan

Pcraturan PcmcrinLah Nomor 60 Tahun 2OO8 Lcnt.rng Sistcm Pengendalian

Intern Pcmcrintah mcngamanatkan bahwa scLiap inslansi dan satuan kcrja

di lingkup Kemen tcrian/ Lcmbaga diharapkan dapat mengidcntifikasi sccara

dini tcrjadinya pcnyrmpangan tcrhadap pclzrksanaan kcgiatan scsuai renctrna

yang Lclah ditetapkan. Sistcm Pcngendalizrn Intcrnal (SPI) mcmpunyai pcran

yang sangat stratcgis dalam mcngurangr potensr dan mcmpcrscmpit ruang

gerak Lcrladinya bcrbagai bcnLuk kcsalahan dan penyimpangan Lcknrs,

adminrsLrasi dan korupsi di instansi pcmorintah.

Penyelcngg.rraan SPI sccara konsisLcn dapaL mcmbcrikan umpan balik

pclaksanaan kcgiaLan yang scrlang bcrjalan dalam bcnluk Llnd.rkan korcklif

aLau pcrbaikan dari pimpinan guna mcncapai tujuan dan sasaran kegratan.

Pengendalian intcrnal kegiatan dilakukan olch scluruh pclaksana kegia[an

baik di pusat maupun di dacrah. Titik kriLis dalam pclaksanaan kegiatan

Fasilitasi Pcngolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang memerlukan

pengendalian adalah:

1 Proscs sclcksi dan pcnclapan calon kclom pok/gabungan kclompok

(cP/cL);

2. Pcnyusunan RKP;

3 Penyusunan 'lim SKI;

4 Pcnyusunan Dokumcn Sistcm MLltu;

5. Proscs pcngadaan bangunan dan alal;

6. Proscs disLribusi alat;

7. Pcnycdiaan kandang koloni/bcrsama dan pcmchharaan tcrnak intensif;

8 Pcmantzruan dan pcrbaikan audit ckstcrnal,

B. Indikator Kcbcrhasilan

) . Outpul

a ) Bcropcrasinva pcngolahan pupuk organik di provrnsi/ kabupatcn/kola

Pcncrima Fasilitasi

b.) l)iajukannya pcrmohon.rn scrtifikasi pupuk organik
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2 Outcome

a ) Berkcmbangnya usaha pcngolahan pupuk

bcrkclanj u Lan.

b ) Tcrscrtifrkasinya pupuk organik.

c.) McnrngkaLnya pcndapaLan Pcncrima Fasilitasi.

organik yang
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BAB VI

MoNITORING, DVALUASI, DAN PELAPoRAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan cvaluasi pclaksanaan kcgiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk

Organik Tahun 2Ol9 dilaksanakan untuk mcngcLahui rcalisasi fisik dan

keuangan, pcrkcmbangan pclaksanaan kcgiatan, scrta mengetahui

hambatan / mas.riah.

Monitoring dan cvaluasi dilaksanakan socara bcrkala d.rn berjenjang scsuai

dengan tahapan pclaksanaan kcgiatan scrta tcrkoordinasi antara pcmcrintah

pusat dengan pomcrrntah daerah.

B. Pelaporan

Pclaporan kcgiataLn Fasilitasi l)<:ngolahern Pupuk Organik Tahun 2019

mcrupakan salah satu bcntuk mcdia pcnyampaian informasi terhadap

serangkaian kcgiatan y.rn8 drlakukan scjak dari pcrsiapan sampai akhir

pclaksanaan.

Laporan pcrkcmbangan kcgiatan Fasilitasi Pcngolahan Pupuk Organik

Tahun 20l9 walib dilakukan sccara bcrjcnjang dan bcrkala yang mcliputi :

1. Laporan sctiap bulan yang dilaporkan olch Pcncrima Fasilitasi kc Dinas

kabupalcn/kota kemudian Dinas kabupatcn/kola mclaporkan ke Dinas

provinsi.

2. Laporan sctiap bulan yang dilaporkan olch Dinas provinsi kc Direktoral

.Jendcral Pctcrnakan dan Kcschalan Hcwan c.q DirckLorat Pcngolahan

dan Pcmasaran Hasil Pctcrnakan. (lormat Lcrlampir)
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BAB VIl

I'DNDANAAN

A Sumber Dana

Sumbcr dana kcgratan Fasjlitasi Pcngolahan Pupuk Organik Tahun 2019

dialokasikan dalam MAK 5891.400.004. DII)A APBN Tahun 2019 melalui

dana 'l'ugas Pcmbanluan ('l'l)) pada Dinas provinsi. Pcm.rnfaatao dan

pcnggunaan dana kcgiatan scsuai dcngan kclcntuan pcraluran pcrundang

undangan.

B. Pcnggunaan Dana

Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk fasilita si/ rcvitalisasi bangunan dan

alat pcngolahan pupuk organik serta biaya opcrasional. Pcnggunaan dana

disesuaikan dengan kcbutuhan kelompok mcngacu pada RKP yang telah

disusun.
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BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan dasar bagi seluruh pelaksana kegiatan Fasilitasi

Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini

diharapkan akan meningkatkan koordinasi yang sinergis antara Dinas provinsi

dan Dinas kabupaten/kota dalam melakukan peningkatan nilai tambah dan

daya saing produk olahan limbah peternakan melalui Fasilitasi Pengolahan

Pupuk Organik Tahun 20 19.

Perarl Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sangat menentukan

keberhasilan kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan pengolalan pupuk

organik tahun 2019 akan berhasil apabila pemerintah, Dinas provinsi dan Dinas

kabupaten/kota, swasta dan masyarakat memberikan dukungan yang optimal.

Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota diharapkan mampu membuka dan

mendorong peluang usaha bagi masyarakat khususnya petemak melalui

penyediaan peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung sehingga tujuan

dan harapan bersama dalam memiliki nilai tambah dan daya saing produk

petemakan dapat tercapai.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN,

D ITA

NIP 19621 198903 I 006


